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tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan 
kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Gubernur. 

10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah 
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh 
kepala Daerah dan kepala desa. 

11. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis
dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali
pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan
kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara
keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.

12. Satuan Togas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang
dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan
Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh
keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di
Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan
dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di
Daerah.

13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh
pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga
masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan
serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil
akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,
ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan.

14. Anggota satlinmas adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta
dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.

15. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang
selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah
peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota
Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap
dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

16. Orang adalah orang perseorangan.

17. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.



















Pasal 21 

Dalam mewujudkan tertib angkutan jalan dan angkutan 
sungai, setiap orang/badan dilarang: 

a. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak
terganggunya alur transportasi pelayaran sungai, dan
penyeberangan kecuali memperoleh izin dan memenuhi
persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran
serta mendapat izin dari menteri ;

b. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas
perairan yang berdampak terganggunya alur transportasi
pelayaran sungai, dan penyeberangan; dan/atau

c. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi alur
pelayaran kecuali yang ditetapkan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kelima 
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum 

Pasal22 

Setiap Orang atau Sadan dilarang :_ 

a. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat
merusakjalur hijau dan taman beserta perlengkapannya;

b. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di
jalur hijau, taman dan tempat umum;

c. mendirikan bangunan, menyalahgunakan dan/atau
merusak fasilitas yang disediakan untuk tanaman,
lampu, tempat duduk dan fasilitas di tepi jalan, jalur
hijau, taman dan tempat umum.

d. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau, taman
dan tempat umum sekitarnya tanpa seizin pejabat yang
berwenang;

e. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum
kecuali diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan

f. memotong, menebang dan/ atau merusak pohon atau
tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau,
taman dan tempat umum.

Bagian Keenam 
Tertib Sungai, Saluran Kolam, dan Pinggir Pantai 

Pasal23 

Dalam mewujudkan tertib sungai, saluran kolam, dan pinggir 
pantai, setiap orang atau badan wajib: 

a. menjaga fungsi sempadan sungai, saluran kolam dan
pinggir pantai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam memanfaatkan sungai, saluran kolam dan pinggir
pantai.







(2) 

(3) 

Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat 
menganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan 
jalan, dan di tempat fasilitas umum lainnya yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Setiap orang dilarang: 

a. menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, 
pedagang asongan di fasilitas umum Daerah;

b. menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian;

c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang 
lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau 
sebagai tuna susila sejenisnya atau lawan jenis; 
dan/atau

d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan 
norma kesusilaan di tempat umum. 

Sagian Kesebelas 
Tertib kesehatan 

Pasal 30 

Setiap Orang atau Sadan harus 

a. menjaga lingkungan sehat;

b. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;

c. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat;

d. mempunyai tradisional izin dari instansi terkait dalam
melakukan tindakan medis;

e. menyelenggarakan upaya pencegahan
penyakit menular pada tempat hiburan; dan

penularan 

f. mematuhi ketentuan terkait kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua Belas 
Tertib tempat hiburan dan keramaian 

Pasal 31 

Setiap Orang/Sadan yang menyelenggarakan tempat hiburan 
dan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang. 

Sagian Ketiga Selas 
Tertib Peran Serta Masyarakat 

Pasal 32 

(1) Setiap Orang atau Badan yang menyampaikan pendapat
um um dan atau mengerahkan massa wajib
memberitahukan kepada pihak yang berwajib.

(2) Setiap Orang atau Sadan dalam menempatkan atau
memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul
dan atribut pada pagar, tembok jembatan, halte terminal,
taman, tiang listrik, dan tempat umum lainnya di Daerah
harus memiliki izin dari pejabat berwenang.
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